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PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2008
TENTANG

RINCIAN TUGAS JABATAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Pasal 164
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi den Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan, Perlu dibuatkan Rincian Tugas Jabatan
Masing-masing Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
tersebut diatas, maka perlu menetapkan rincian tugas jabatan, fungsi den tata
kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung
Selatan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penctapan Undang-Undang
Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Dacrah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubeh dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);




Menetapkan

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 tahun 2008 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten
Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG RINCIAN
TUGAS JABATAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Dacrah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selata.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Lampung Selatan,

6. Seckretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

7. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.

9. Unit Pelayanan Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.
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BABII
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 2
Susunan Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan,
adalah sebagai berikut ;
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :

a. Subbag Umum dan Kepegawaian ;
b. Subbag Perencanaan;
c. Subbag Keuangan.

Kepala Bidang Sosial, membawahi :

a. Seksi Rehabilitasi Sosial;

b. Seksi Bantuan Sosial;

¢. Seksi Pembinaan, Sosial dan Kepahlawanan.

Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat
Kerja, membawabhi :

a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

b. Seksi Perluasan Kerja Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja;

c. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penyelesaian, perselisihan, membawahi :
a. Seksi Norma Ketenagakerjaan dan Nonmna K3;

b. Seksi Penyelesaian Perselisihan;

c. Seksi Penindakan.

Kepala Bidang Transmigrasi, membawabhi :

a. Seksi Pengerahan, Pendaftaran dan Seleksi;
b. Seksi Pemindahan dan Penempatan;

¢. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

Kepala Unit Pelaksanaan Teknis.
Kelompok jabatan fungsional.
Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 3

Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum
pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.



BABIII
RINCIAN TUGAS JABATAN

Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 4

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah memimpin Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
melaksanakan pembinaan terhadap aparatur bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat berdaya
guna dan berhasil guna, melaksanakan kerja sama dan koordinasikan dibidang pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan dibidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan instansi
Pemerinath dan Organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk kelancaran tugas dibidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini,
Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.

mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis dibidang Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan
kewenangan dinas;

memimpin, membina mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan
program dan kebijaksanaan teknis dibidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar sesuai
perencanaan yang telah ditentukan;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas Instansi terkait dalam bidang Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan
gerak dalam pelaksanaan pembangunan;

mempelajan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

membagi habis tugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang teknis dan
administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada dilingkungan Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai dan memahami beban tugas dan tanggung-jawab
masing-masing;

memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang
pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan
kebijaksanaan yang akan diambil dibidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

menilai aktifitas, kreatifitas dan produktifitas pelaksanaan tugas dari bawahan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih
lanjut.



Bagian kedua
Sekretaris
Pasal 6

Tugas Pokok Sekretanis adalah melakukan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja
dinas, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan,
melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta mengelola administrasi urusan
keuangan kantor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan,
Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.

melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dalam rangka penyusunan program kerja
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pedoman penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dinas, serta rencana kerja Sekretariat untuk dijadikan bahan acuan
dalam pelaksanaan tugas;

memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas dibidang
ketatausahaan, agar dapat terlaksana program dan rencana kerja yang telah disusun;
mengelola urusan umum, rumeh tangga, administrasi surat/menyurat dan kearsipan,
administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan kantor;

merumuskan program dan rencana kerja, bekerja sama dengan unit kerja terkait,
melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiatan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dan laporan kegiatan ketatausahaan kantor;

mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dinas, pembukuan
pertanggung jawaban serta penyusunan keuangan kantor;

mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat;

membagi habis tugas pada Sekretariat kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada
memahami tugas dan tanggung-jawab masing-masing;

menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan
bahan dalam menyusun program dan rencana kerja selanjutnya;

membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil kegja lebih lanjut;
melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas;

membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai pertanggung jawaban kerja dan masukan
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja Dinas lebih lanjut; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku.
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Pasal 8
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok kepala sub bagian umum adalah melaksanakan sebagian tugas bagian tata usaha
dibidang surat menyurat, kearsipan, perbekalan, peralatan dan perawatan, kepegawaian,
hubungan kemasyarakatan, dokumentasi, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan dinas,
keolahragaan, ketatalaksanaan dan urusan rumah tangga lainnya.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini,
kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian fugas scbagai berikut :

a.

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan
kesckretariatan dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

melaksanakan penataan administrasi surat-menyurat untuk mempermudah proses lebih lanjut;
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut urusan kedinasan;

melaksanakan tugas rumah tangga dinas yang meliputi pelayanan angkutan dan akomodasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana kantor seria perjalanan dinas;

melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang meliputi pelayanan anggutan dan akomuasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta perjalanan dinas;

mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan, peralatan
dan perawatan termasuk penyiapan, penggunaan dan penghapusan barang untuk keperiuan
rumah tangga dinas,

menyiapkan dan memantau penyedian tempat dan perlengkapannya untuk keperluan
pelaksanaan rapat dan pertemuan dinas lainnya;

melakukan bahan penyusunan jadwal acara dan administrasi kegiatan kepala dinas;

membina kegiatan keolahragaan, ketertiban, kehumasan dan ketatalaksanaan dilingkungan
dinas;

melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan dinas;

mencari, mengumpulkan, menghimpun, serta menyajikan data dan informasi yang
berhubungan dengan bidang kepegawaian;

menyiapkan bahan dalam rangka menyelesaikan masalah kepegawaian yang meliputi urusan
kenaikan pangkat, urusan mutasi jabtan, penyelesatan kenaikan gaji berkala, proses pemberian
surat izin cuti, proses urusan pension serta pemberian sangsi atas pclamggaran peraturan
kepegawaian;

mengumpulkan menyusun dan mengolah data bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan dan penataan system, metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan
aparafur;

menginventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang berhubungan dengan bidang
kepegawaian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;



p. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan
berhasilguna;

g. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan dan penataan sistem, metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan
aparatur;

mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data dari bawahan sebagai masukan dalam
penyusunan program lebih lanjut; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Kepala Sub Bagian Perencanaan
Pasal 10

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah melaksanakan sebagian tugas sekretaris di
bidang perencanaan pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan ini,
kepala sub bagian Perencanaa mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan
kesekretariatan dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
Sub Bagian Perencanaan dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;

¢. mengumpulkan bahan dan bekerja sama dengan unit kerja terkait dalam rangka
merumuskan arah kebijakan dibidang social, perlindungan, pemberdayaan potensi, usaha
dan produksi tenaga kerja dalam transmigrasi;

d. mengumpulkan data untuk bahan penvusunan rencana kegiatan diras baik bulana.
triwuian maupun tahunan;

o

mencari. mencumpulkan. menchimpun. menvusun serta menvaiikan data dan informasi
yang berhubungan dengan aktivitas kantor sebagai bahan perencanaan lebih lanjut;

f. Mclakukan cvaluasi, pelaporan dan pengendailan {erhadap pelaksanaan Kcgiatan kantor;
o, memimnin, mengarahkan dan memotivasi aparatr Non Struktural Umum dilingkunean
Sub Bagian Perencanaan agar dapat melaksanakan tugas sccara berdaya guna berhasil
guna;

membact habis tuoas Sub Baman Perencanaan kerada aparatur Non Stroktural Umum

scbagar bawahannya., agar sctiap persoml! memahami tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing;

[

menonmmulkan manochimmm menoevalnasy dan menvosun data dan bawshan sebapai

bahan untuk mcmouat laporan pelaksanaan tugas Kepada atasan scbagal masukan dalam
penyusunan program Ichih tanjut; dan

1. melaksanakan ugas Kedinasan lainnya vang dibenkan olch atasan.



Pasal 12
Kepal Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas
Sekretaris dibidang administrasi kevangan yang meliputi penyusunan anggaran Dinas,
pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan
ini, Kepada Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan
bagian Tata Usaha dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang
tugas Sub Bagian Keuangan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

mengumpulkan bahan petunjuk teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
serta mengumpulkan bahan penyususnan Anggaran dan Pendapatan Belanja
Dinas;

mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan keuangan dinas;

menyimpan bahan dalam rangka penyusunan rencana perubahan anggaran dinas;

melakukan administrasi pembukuan serta sistematis dan kronologis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memudahkan
kontrol terhadap penggunaan keuangan dinas;

memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum
dilingkungan Sub Bagian Keuangan agar dapat melaksanakan tugas sccara
berdayaguna dan berhasil guna;

membagi habis tugas Sub Bagian Keuangan kepada aparatur Non Struktural
Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung
jawabnya masing-masing;

mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan
untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagaimasukan dalam
penyusunan program lebih lanjut; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Bagian Ketiga
Kepala Bidang Sosial
Pasal 14

Tugas pokok Kepala Bidang Sosial adalah melakukan koordinas: penyusunan program kerja
dibidang perumusan kebijaksanaan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
kegiatan rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan pembinaan sosial dan kepahlawanan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud, pada Pasal 14 Peraturan ini,
Kepala Bidang Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.

melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekertariat dalam rangka penyusunan
program kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta rencana kerja pada Bidang
Sosial untuk menjadi bahan acuvan dalam pelaksanaan tugas;

memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas dibidang
rehabilitasi sosial, bantuan sosial, pembinaan sosial dan kepahlawanan, agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan sesuai dengan program ketja yang telah disusun;

mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang sosial serta
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang rehabilitasi sosial sebagai
landasan dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Sosial;

mempersiapkan konsep kebijakan dan rekomendasi dalam bidang sosial;

membagi habis tugas pada Bidang Sosial kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada
memahami beban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk jadikan
bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;

membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas
secara berdayaguna dan berhasilguna;

mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut;

melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas;

membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam
menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengsn petunjuk dan
ketentuan yang berlaku.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial
Pasal 16

Tugas pokok kepala Seksi Rehabilitasi Sosial adalah melaksanakan tugas dibidang Sosial.
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' Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan ini,
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan secretariat
bidang sosial rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja seksi rehabilitasi sosial
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

menginventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
seksi rehabilitasi sosial dan menyusun bahan untuk pemecah masalahnya;

melaksanakan pembinaan, penyantunandan pelatihan bagi penyandang cacat melaluilokabina
karya;

meningkatkan fungsi sosial pranata sosial terhadap gelandangan, pengemis, bekas nara
pidana, wanita tuna susila, gelandangan psikotik, waria dan bekas anak Negara agar dapat

hidup dan dapat mencari nafkah sesuai dengan norma susila masyarakat Indonesia melalui
bimbingan sosial dan ketrampilan kerja serta bantuan ekonomi produktif;

memberi pelayanan sosial bagi mereka yang tertular HIV/AIDS apar tetap dapat hidup
produktif serta mengurangi beban sosial psikologis yang dialaminya;

memulihkan fungsi sosial korban penyalahgunaan Narkoba melalui kegiatan bimbingan
sosial, ketrampilan kerja dan bantuan ekonomi produktif;

meningkatkan ketahanan dan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkoba;
memberikan bantuan keterampilan usaha dan modal usaha;

meningkatkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan anak agar hak anak
terhjadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dapat terjamin;

mencegah dan menghindari anak dari tindakan kekerasan, perlakuan salah, exploitasi dan
perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan hak-hak anak tidak terpenuhi;

meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menangani masalah sosial anak di
lingkungannya;

melaksanakan bimbingan kesejahteraan sosial keluarga melalui pengembangan Usaha
Ekonomi Produktif ( UEP ), melalui Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ), Kelompok Muda
Mandiri ( KMM );

melaksanakan Konsultasi dan Perlindungan Kesejahteraan Keluarga ( KPKK ), terhadap
keluarga yang bermasalah sosial, Psikologis dan kekerasan keluarga serta memberikan
perlindungan terhadap keluarga/ anggota keluarga dari ancaman, tekanan tindakan

kekerasan/ perlakuan salah dar pihak lain seperti pengembangan modal lembaga konsultasi
dan perlindungan keluarga;

memberdayakan kelembagaan keluarga dengan sasaran atas pranatasosial, perkumpulan
keluarga bertatar belakang budaya, etnis agama dan lainnya yang diarahkan untuk
meningkatkan keberfungsian kelembagaan sosial, masyarakat sebagai pranata sosial,;

memberdayakan sosial keluarga dengan sasaran keluarga pada umumnya, keluarga renta,
masyarakat dan perorangan yang peduli terhadap penangan permasalahan keluarga yang
diarahkan untuk meningkatkan tanggung jawab sehingga terjalin interaksi sosial yang baik
dan saling menguntungkan antara keluarga dan komunitas lingkungannya;

melindungi dan menjamin hak-hak penduduk lanjut usia melalui perlindungan sosial dan
pemberian kemudahan dalam akses fasilitas pelayanan public dan pelayanan sosial;

meningkatkan taraf hidup lanjut usia;
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memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum di lingkungan
Seksi Rehabilitasi Sosial agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil
guna;

membagi habis tugas Seksi Rehabilitasi Sosial kepada aparatur Non Struktural Umum
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-
masing;

mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagali pertanggung jawaban kerja dan sebagai masukan dalam
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;

merngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih
lanjut; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku.

Kepala Seksi Bantuan Sosial
Pasal 18

Tugas pokok Kepala Seksi Bantuan Sosial adalah melaksanakan sebagian tugas bidang sosial di
bidang bantuan sosial.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan ini,
Kepala Seksi Bantuan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

o o

@

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Sekretariat
Bidang Sosial dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja Seksi Bantuan
Sosial untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi

Bantuan Sosial dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

melaksanakan bimbingan sosial dan ketrampilan kerja pemberian bantuan, usahe ekonomi
produktif bagi keluarga binaan sosial;

melaksanakan bimbingan dan rehabilitasi Sosial Dacrah Kumuh;

membantu melaksanakan program iaminan kesejahteraan sosial dan asuransi sebagai usaha
untuk memelihara taraf kescjahteraan masyarakat;

mcmberikan bantuan bagi korban bencana alam, bencana sosial;

mcmbcrikan informasi dan membuat peta dacrah rawan bencana alam dan beneana sosial;
mclaksanakan pengembangan kemampuan dan penguatan kemandirian korban bencana
melaksanakan koordinasi dengan instansi yang megkoordinasikan penanganan bencana di
daerah

meningkatkan penggalian dana masyarakat untuk uszha kesejahteraan sosial bagi
Penyandang Masalah Kcscjahtcraan Sosial ( PMKS )

melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan
pemcerintah di bidang sumbangan sosial dan penycbaran informasi melalui media cctak dan

elektronik termasuk brosur / leaflei

membantu proses perizinan. penyelenggaraan undian gratis berhadiah yang sering dan
crbanyak menyumbang dana kescjahteraan sosial

m. mcngkaji efck ncgative dan pendokumentasian pcnyeicnggaraan undian gratis berhadiah;
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memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural Umum dilingkungan
Seksi Bantuan Sosial agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna;
membagi habis tugas Seksi Bantuan Sosial kepada aparatur Non Struktural Umum sebagai
bawahan agar setiap personil memaham: tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempumaan hasil kerja lebih
lanjut; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku.

Kepaia Seksi Pembinaan Sosial dan Kepahlawanan
Pasal 20

Tugas pokok kepala seksi pembinaan sosial dan kepahiawanan adalah melaksanakan sebagian
tugas sosial dibidang kaebinaan sosial dan kepahlawanan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan ini,
kepala seksi pembinaan sosial dan kepahlawanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.

o

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Sekretariat dalam rangka
penyusunan program kerja seksi Pembinaan Sosial dan Kepahlawanan untuk dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
Kepala Seksi Pembinaan Sosial dan Kepahlawanan dan menyusun bahan untuk pemecahan
masalahnya;

menyusun dan melaksanakan program penyuluhan tentang pembangunan dan kesejahtraan
sosial, bagi organisasi sosial dan masyarakat;

melaksanakan penyuluhan tentang Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS),
Potensi Kesejahtraan Sosial (PSKS);

melaksanakan penyuluhan tentang ketahanan sosial dan kepedulian sosial;

melaksanakan kemitraan dengan dunia usazha sebagai wujud kepedulian sosial (Coorporate
Social Responsibility);

melaksanakan pembinaan organisasi sosial dan pemberian izin;

melaksanakan pembinaan terhadap panti persinggahan sosial, panti-panti swasta yang
bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial masyarakat;

meningkatkan peran dan kemampuan tenaga kescjahteraan sosial masyarakat melalui karang
taruna, organisasi sosial, kelompok-kelompok sosial tingkat local / Wahan Kesejahteraan
Sosial Berbasis Masyarakat { WKSBM ) serta kerjasama lintas sector dan dunia usaha;

mengidentifikasi dan dokumentasi nilai kepahlawanan, keprintisan, kejuangan dan
kesetiakawanan sosial;



13

k. mengenal dan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan keprintisan, kejuangan dan
kesetiakawanan sosial;

l. melaksanakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepenntisan, kejuangan dan
kesetiakawanan sosial ( b dan ¢ ) dilakukan antara lain melalui media cetak pendidikan
formal / non formal;

m. memberikan bantuan pelayanan keluarga pahlawan, keperintisan, kejuangan;

n. menggali dan mendaya gunakan sumber dan potensi kescjahteraan pahlawan, keperintisan,
kejuangan;

o. membantu pemberdayaan pahlawan printisan, kemerdekaan dan pejuang;

p- membantu pemeliharaan dan pemugaran taman makam pahlawan daerah sebagai objek studi
dan karyawisata;

g. meningkatkan peran dan fungsi taman makam pahlawan dan makam pahlawan daerah
sebagai objek studi dan karyawisata;

I. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan
Seksi Pembinaan Sosial dan Kepahlawanan agar dapat melaksanakan tugas secara
berdayaguna dan berhasilguna;

s. membagi habis tugas Seksi Pembinaan Sosial dan Kepahlawanan kepada aparatur Non
Struktural Umum sebagai bawahanya agar setiap persoml memahami tugasnya dan
tanggu 'ng jawabnya masing-masing;

t. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

u. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas
lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan bawahan; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku.

Bagian keempat
Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan industrial dan Syarat Kerja
Pasal 22

Tugas pokok Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan
Syarat Kerja adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, melakukan kegiatan
pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja melakukan penyusunan program kerja dan
menyediakan informasi pasar kerja, pembinaan penempatan Antar Kerja Antar Daerah
( AKAD ), Antar Kerja Antar Negara ( AKAN ), penggunaan Tenaga Kerja Asing pendatang,
penyusunan materi pembinaan akriditas Tenaga Kerja dan peningkatan produktifitas Tenaga
Kerja serta perluasan lapangan kerja melaksanakan perencanaan pembinaan, penyuluhan,
pengendalian,dan pelaporan pelaksanaan hubungan, industial serta kesejahteraan pekerja di
perusahaan yang mantap dan kondusip serta perluasan lapangan kerja dan tanggung jawab
kepada kcpala dinas.
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Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan ini,
Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat Kesja
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.

melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekertariat dalam rangka penyusunaan
program kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Pedoman Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dinas, serta rencana kerja pada Bidang Kebudayaan untuk
menjadikan bahan acuan dalam melaksanakan tugasnya;

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang Pelatihan, Penempatan
Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dan menyusun bahan untuk pemecahan
masalahnya;

menyiapkan bahan laporan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja asing, bursa
tenaga kerja serta memberikan saran dan pertimbangan keoada pimpinan dalam rangka
pembinaan;

mengkoordinasikan kegiatan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Hubungan
Industrial dan Syarat-syarat Kerja untuk mencapai keselarasan, keseimbangan dan kesatuan
arah;

memantau pelaksanaan kegiatan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Hungan
Industrial dan Syarat-syarat Kerja melalui rapat, laporan berkala, laporan khusus atau
instistusi tertulis mavpun lisan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai;

mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja sebagai landasan dalam pelaksanaan
tugas Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat-syarat
Kerja;

menerima, mempelaiari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan
bahan dalam penyusunan program kerja selanjutnya;

memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya
guna dan berhasil guna;

melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada. guna menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas

membuat laporan kepada kepala dinas sebagai masukan untuk di jadikan bahan dalam
menyusun program kerja lebih lanjut;

memimpin. mengarahkan serta memantau bawahan dalamn melaksanakan tugas dibidang
perencanaan kegiatan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial
dan Syarat-syarat Keria berdasarkan kondisi daerah. dana dan peraturan vang berlaku untuk!l
melaksanakan tugas pokok, menyiapkan, menyajikan, dan menyampaikan semua jenis
laporan vang berhubuncan dencan kegiatan seksi pelatihan dan produktifitas tenaca keria
scsual dengan ketcntuan yang ada, membimbing para peiaksanaan program latihan dengan
mempenKan 1eKnios meinae. Xurikumm aan DelaEsinaan neiannan nnmy memnernien .".asii
yvang tepat guna dan berhasil guna. memantau penempatan tcnaga asing AkAl. akAD.
ARAN dan TR mensil Drogsy IZIMNYA Sesudl GUnean peramrnn vanw beriaky acar
pelaksaan ugas dapat benalan sesual dengan prograni Kena vang iclah disusmi;

mempbam nuplE (EAs DYaE  BIGANS  DEIAINAN (4D DENemDAtan enagd Kend punumaan

imMaustriat dan syarat-syarat Kena Kepada bawahaii. agar sctiap aparatur vang ada memahami
Tugas dan iaggung jawabliva masing-masing;
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m. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan

tugas kepada atasan scbagai pertanggung jawaban kerja dan sebagai masukan dalam
penyusunan program kerja dan rencana kerja lebih lanjut;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas
lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan bawahan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
Pasal 24

Tugas pokok Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja adalah melaksanakan
sebagian tugas Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Hubungan Industrial dan Syarat-
syarat kerja di Bidang Program Pelatihan dan Bimbingan Kemasyarakatan serta Penyusunan
Sertifikat Pelatihan Kerja untuk lembaga latihan kerja swasta.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan ini,
Kepala SeksPelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.

=

2

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Sekretariat dalam rangka
penyusunan program kerja seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja untuk dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja dan menyusun bahan untuk
pemecahan masalahnya;

merumuskan, merencanakan, melaksanakan pembinaan kelembagaan, instruktur tenaga
pelatihan, program dan system pelatihan di daerah guna meningkatkan efisiensi, relevansi,
kualitas dan pemerataan dalam pelatihan tenmaga kerja dan peningkatan produktifitas;

membangun data base imstruktur dan tenaga pelatthan kelembagaan pelatihan dan
produktifitas program pelatihan dan produktifitas serta melaksanakan pembinaan di daerah;

mengimbangkan program pelatihan untuk penempatan. ekspor jasa tenaga kerja penggantian
tenaga kerja asing pendatang scrta untuk meningkatkanh produktifitas tenaga kerna;

merencanakan dan melaksanakan pembinaan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja;

melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap balai latthan kena. serta kursus latihan kena
dan balai pengembangan produktifitas daerah, iembaga pemerintah lembaga swasta, iembaga
uil keterampilan dan lembaga latihan perusabaan untuk meningkatkan kualitas pelavanan
kepada masyarakat:

memasvarakatkan dan mengimbanckan proeram pemagangan dilembaga peiatihan dan
perusahaan, serta mengimbangkan Keterkaitan kesepadanan dan penmingkatan peran serta
masyarakat dalam menyelenggarakan pelatihan;

melaksanakan evaiuasi terhadap hasii pembinaan dan peiatihan dan oproduktifitas seria
merumuskan langkah-langkah penyempurnaan

melaksanakan pemasvarakatan produktifitas melajui penvujuhan dan pembentikan iembaga
pel;atihan dan produktifitas dilembaga pelatihan swasta perusahaan dan masyarakat;
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k. melakukan koordinasi dalam pembinaan terhadap lembaga pelatihan diwilayah;

memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan
Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja agar dapat melaksanakan tugas secara
berdayaguna dan berhasilguna;

m. membagi habis tugas seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja kepada Non Struktural
Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing;

n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

0. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas
lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan bawahan; dan

p- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan ketentuan
dan petunjuk yang berlaku.

Kepala Seksi Perluasan Kerja, Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja
Pasal 26

Tugas pokok Kepala Seksi Perluasan Kerja, Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja adalah
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Hubungan
Industrial dan Syarat-syarat Kerja dibidang kegiatan perluasan kerja informasi dan penempatan
tenaga kerja, kegiatan pengelola tugas proses antar kerja melalui bursa kerja serta penyusunan
informasi proses kerja dengan membina hubungan kerja sama dengan instansi pemenntah
maupun pihak swasta dalam rangka pengembangan perluasan dan penempatan tenaga kerja dan
bertanggung jawab kepada kepala bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja, hubungan
industrial dan syarat-syarat kerja.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan ini,
Kepala Seksi perluasan kerja informasi dan penempatan tenaga kerja mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Bidang Pelatihan,
Penempatan Tenaga Kerja Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja dalam rangka
penyusunan program kerja Seksi Perluasan Kerja Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja
untuk dijadikan pedoman didalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
Kepala Seksi Perluasan Kerja Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja dan menyusun
bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. merencanakan kegiatan seksi perluasan kerja informasi dan penempatan tenaga kerja
berdasarkan kondisi daerah dan peraturan yang berlaku untuk terlaksananya tugas pokok;

d. menghubungi bagian perencanaan pembangunan pemerintah daerah dan instansi lainnya
yang berkaitan dengan kegiatan perluasan kerja informasi dan pemempatan tenaga kerja
untuk menyusun modul pengembangan system padat karya dan tekhnologi tepat guna;

e. mencata, melaporkan pelayanan bagi pencari kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



-

W.

17

memproses penempatan Antar Kerja Antar Lokal ( AKAL ), penempatan Antar Kerja Antar
Daerah ( AKAD ) Antar Kerja Antar Negara (AKAN ) sesuai dengan mekanisme Antar
Kera;

membimbing para pelaksana pengerah jasa tenaga kerja Indonesia keluar negeri dengan
member bimbingan, aturan prosedur yang berlaku;

pemberian [zin Tenaga Kerja Asing (ITKA ), memantau dan memonitor penempatan tenaga
asing, serta menyiapkan proses lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

menyiapkan bahan penyusunan system dan lahan pembinaan periuasan lapangan kerja dan
kesepakatan kerja;

menyebar luaskan data dan informasi teknologi tepat guna tenaga kerja mandin dan
perluasan kesepakatan kerja informasi dan penempatan tenaga kerja;

memantau dan memonitor penempatan tenaga kerja Indonesia oleh Pengerah Jasa Tenaga
Kerja Indonesia ( PJTKI ), keluar negeri serta menyiapkan proses izinnya sesuai dengan
proses yang berlaku;

melaksanakan monitoring dan penilaian pelaksana rencana dan kegiatan penempatan tenaga
kerja pemuda dan wanita,tenaga kerja penyandang cacat dan usia lanjut dan pengawasan
penggunaan tenaga kerja asing;

melaksanakan pemantauan keperusahaan-perusahaan dan instansi pemerintah dalam rangka
mencari informasi pasar kerja dan lowongan untuk pemenuhannya;

memeriksa, menganalisa dan mengoreksi laporan informasi pasar kerja yang berupa laporan
mingguan, bulanan, tri wulan dan tahunan;

menviapkan penvebar luasan informasi pasar keria melalui media masa vang berupa bursa
kerja agar dapat cepat diketahui oleh masyarakat;

mengsumpulkan dara dan informasi norenst sumber ¢ava manusia daiam rangka menerapkan
perluasan kernja;

1 ] : CONE S

meianerkan secara penogic seeaia Keolatan vang sudai dilaksanakan seba2gal panan
pertanggung jawaban;

meiaKksanakar meas-Teas ain sesual  dengan pennivk  vano  berpypunesn  denegn
peiaksanaan iatihan dan instruktur ;

memimpin. mengarankan dan memotivasi Intormas! gan Fenempatan ! enaca kera anaramr
Non Struktural Umum dilingkungan Seksi Perivasan Kerja Informasi dan Penempatan
Tenaga heria aegar 0apal Melaksanakan tueas secar: Perdavaouna Gan Dernasliouna umtuk
informasi dan pcncnmpatan tcnaga kenja;

.ﬂ

membaul hans fueas oKl Periacan kerig NToOrmasi gan Penembaran fenuaon keria
kepada aparatur Non Struktural Umum scbagal bawahannya agar setiap personil memahami
tugas dan angguny jawabnyva masing-masing;

meneumpUikan, menonimpun 4an menvusun danan UnNtux Mmempual @neran Dejaksanasn
tugas kepada atasan sebagal masukan dalam penvusunan program ichih lanjut:

mengevainas) nasii Deiaksanaan Weas pawanan sebasal panan DETDAIKan TelaKsanaan eas
1ebih laniut dan scbagal bahan pembinaan bawahan:

metaksanakan weas Kedinasan 12innva vane gipenkan oieh atasan. sesnal genagn pemini
dan Ketentuan vang berlaku.
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Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja

Pasal 28

Tugas pokok Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat adalah melaksanakan tugas
sebagian Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja di
Bidang Pembinaan kepada Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Kerja Bipartit, Tripartit,
Kopkar, Tenaga Kerja Informasi dan pembinaanh Pekerja di perusahaan mengelola urusan teknis
pembinaan syarat-syarat kerja serta melaksanakan inventarisasi dan penelitian perjanjian kerja (
PK ), Peraturan Perusahaan { PP ), Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ), Kebutuhan Hidup
Minimum (KHM ) serta Pengajuan Usulan Upah Minimum Propinsi ( UMP ).

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan ini,
Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syaratKerja mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Bidang Pelatihan,
Penempatan Tenaga Kerja Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja dalam rangka
penyusunan program kerja seksi Hubungan Industnal dan Syarat-syarat Kerja untuk
dijadikan pedoman didalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi, permasalahan-permasalahan vang berhubungan dengan bidang tugas

Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja serta menyusun bahan untuk pemecahan
masalahnya;

membuat program kerja untuk pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja;
d. melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi ketenaga kerjaan SPSI. dan organisasi lainnya

yang berkaitan dengan naskah ketenaga kerjaan seperti APINDO, KADIN, HKTI, HNSI] dan
Penyusunan jadwal siding Tripartit;

e. mengontrol dan menilai hasil pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas sesuai
dengan rencana,

f. mengoreksi hasil pelaksanaan pembinaan organisasi tenaga kena;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka kelancaran tugas;

h. membagi tugas Seksi Industrial dan svarat-syarat Kena kepada staf dengan memberikan
bimbingan sesuai dengan tugas dan kemampuan serta permasalahan yang dihadapi;

i. memberikan petunjuk kepada staf dalam pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Industrial dan
Syarat-syarat kerja kepada stai dengan memberikan bimbingan sesuai dengan tugas dan
kemampuan serta permasalahan yang dihadapi;

i.  memberikan petunjuk kepada staf dalam pelaksanaan tugas Scksi Hubungan Industrial dan
Syarat-syarat Kerja;

k. mengontrol dan menilai hasil pelaksanaan tugas vang dilaksanakan oleh staf seksi Hubungan
Industnial dan Syarat-syarat Kenja;

|. memantau pelaksanaan tugas kegiatan melalui laporan dan rapat koordinasi untuk
mengetahui permasaiahan atau hambatan yang dihadapl serta pemecahan jaian keluarnya
scbagal bahan pimpinan dalam mengambil Peraturan;

m. memberikan kegiatan pengurusan. pengumpuian. penclitian. pendataan dan evaluasi KHM.
scmbijan bahan pokok untuk mendapatkan data yang lcngkap scbagai pedoman dalam
menctapkan kebljaksanaan dibidang pengupahan;
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memberikan bimbingan didalam kegiatan pengawasan pembinaan dan pemeriksaan,
pengurusan persyaratan kerja terhadap pelaksaaan peraturan Menteri Nomor 02/MEN/1970
agar setiap karyawan maupun perusahaan dapat mengetahui akan hak dan kewajiban;

memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan
Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja agar dapat melaksanakan tugas secara
berdayaguna dan berhasilguna;

membagi habis tugas seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja kepada Non
Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung
jawabnya masing-masing;

mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas
lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan bawahan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan ketentuan
dan petunjuk yang berlaku.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan

Pasal 30

Tugas pokok Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan adalah
melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas dibidang pembinaan dan pengawasan
terhadap norma ketenagakerjaan; pengawasan terhadap Norma Ketenagakerjaan, Pengawasan
Upah Minimum, penindakan terhadap pelanggaran upah dan memantau pencrapan penegakan
Hukum Ketenagakeriaan. Perencanaan. Penckecedinasian penvuluhan pelaporan pelaksanaan
penyelesaian perselisihan.

Pasal 31

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan ini.
Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Penyelesaian perselisihan mempunyai rincian tugas
scbagai berikut :

a.

melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretaris dalam rangka penvusunan
program kerja Dinas Sosial Ienaga Kerja dan Transmigrasi scbagai pedoman Anggaran
Pendapatan dan Belania Dinas. serta rencana Kkerla nada Bidane Pengawasan
Ketenagakerjaan Penyelesatan perselisihan untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan
tugas.

memimpin .menearahkan serta memantan bawahan dalam melaksanakan tucas di bidane
Pembinaan Norma Ketenagakerjaan.Pengawasan Upah Mimmum.penindak terhadap
pelanggaran Perencanaan.Pengkoordinasian Pelancran Penvelesaian Perselisthan upah dan
memantau penerapan penegakan Hukum Ketenagakernaan,perencanaan,pengkoordinasian,
nelanoran Penvelesaian Perselisthan agar pelaksanaan tueas dapat berialan sesuai dengan
program kerja yang tciah disusun:
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c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Tenaga Ketja
dan Transmigrasi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang
pengawasan ketenagakerjaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan Penyelesaian perselisihan;

d. membagi habis tugas pada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Penyelesaian perselisihan
kepada bawahannya, agar setiap aparatur memahami tugas dan Penyelesaian Perselisihan
tanggung jawabnya masing-masing;

¢. menerima, mempelajari laporan dan saran kepada bawahan sebagai masukan untuk dijadikan
bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;

f. memberikan Motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secaraberdayaguna
dan berhasilguna;

g. mengevaluasi hasil kerja bawahan;

h. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas;

i. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam
menyusun program kerja Dinas lebih lanjut; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan ketentuan
dan petunjuk yang berlaku.

Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan dan Norma K3
Pasal 32

Tugas pokok Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan dan Norma K3 adalah melaksanakan
sebagian tugas Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan dibidang
pembinaan dan pengawasan Norma -norma Kerja melalui pengolahan. penviapkan dan
perumusan untuk koordinasi dan Evaluasi Pelaporan serta pembinaan dan pengawasan Norma-
norma Keselamatann dan Kesehatan Keria dalam perumusan bahan petuniuk teknis evaluasi
kegiatan.

Pasal 33

Untuk menvelengearakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan ini..
Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan dan Norma K3 mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi keria lainnva dilinckungan Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Penyelcesaian, Perseiisihan daiam rangka penyusunan program kerja
seksi norma Ketenacakeriaan dan Norma K3 untuk diladikan oedoman dalam opelaksanaan
pekenaan;

b. menginventarisasi. permasaiahan-rermasaiahan vane berhubungan dengan bidane tugas
Seksi Norma Ketenagakenaan dan Norma K3 serta menyusun babhan untuk pemecahan
masalahnya;

menyusun bahan pembinaan Norma Periindungan Tenaga Kerja dan Norma K3;

d. melaksanakan pengawasan Norma Ketenagakeriaan. dan Norma K3 serta pelaksanaan
kematan investarisasi data Ketenagakerjaan, kegiatan inspeksi controlkunjungan dan
pembuatan berita acara/proses verbai;

e. membenkan penvuiuhan tentang perundang-undangan Ketenagakernaan kepada Perusahaan
dan Lembaga agar meiaksanakan Norma Ketenagakerjaan. dan Norma K3 dengan baik;
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menerima dan melayani pengaduan baik lisan maupun tertulis melalui PO.BOX, Mass
Media,Karyawan dan Pengusaha serta mengklasifikasikan sesuai dengan jenisnya;

memantau Permasalahan yang terjadi dan mungkin akan terjadi dalam kerawanan dalam
masalah Ketenagakerjaan;

memantau Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan izin kerja malam wanita
pada perusahaan yang memperkerjakan pada malam har;

memeriksa laporan perusahaan dan konsep usulan perizinan Norma-norma Ketenagakerjaan
dan Norma K3;

melaksanakan koordinasi dengan dengan instansi/Lembaga lain yang kaitan antara lain:
Poln Kejaksaan Pemda,Imigrasi dil;

memberikan hasil Pelaksanaan pengawasan Norma Ketcnaga.keqaan dan Norma K3 Inspeksi
control dan Berita Acara serta membuat usulan revisi perbaikan;

melaksanakan rencana kegiatan Bidang Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahannya dan staf administrasi
sesuai fungsi dan tugas pokok mereka;

mengecek laporan hasil pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja setelah diperiksa oleh
pegawai pengawas,

memeriksa konsep perizinan atau usnlan perizinan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja
yang berkaitan dengan tugas keselamatan dan kesekatan kerja ( K3 );

mengadakan pemeriksaan ulang diperusahaan sesuai dengan rencana keria agar mendapatkan
gambaran keadaan keselamatan dan keschatan kerja perusahaan;

melaporkan hasil ovelaksanaan tagas dan keeiatan di Seksinva serta memberika
saran/pertimbangan kepada atasan;

Menvidik kasus nelangparan kosalamatan dan kegehatan kerna sesum denean L Mo ¥
i981;
memimnin, mencarahkan dan memoetivasi a2paratur Neon Struktural Umum diinekunean

(AR Fv el Qv v fu it

Seksi Norma Ketenagakerjaan dan Norma K3 agar dapat melaksanakan tugas secara
berdayaguna dan berhasilguna:

membasi habis tueas Sekst Norma Ketenagakenaan dan Norma K3 kepada aparatur Non
Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung

jawabnya masing-masing;

meneumpnnikan. menehimpun dan menvusun bahan uniuk membuat Iaporan pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai masukan daiam penyusunan program iebih ianjut;

mengevaiuasl hasil peiaksanaan tueas bawahan sebagal bahan perbaikan pelaksanaan tugas
lebih ianjut dan scbagai bahan pembinaan bawahan;

melaksanakan iueas kedinasan iainnva vane diberikan oleh atasan. sesual denean ketentnan
dan petunjuk yang beriaku.



22

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan
Pasal 34

Tugas pokok Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan adalah melaksanakan sebagian tugas
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penyelesaian, Perselisihan di Bidang Perantara dalam
menginventarisasian Data dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Ketenagakerjaan berdasarkan
Pengaduan yang diterima baik lisan maupun tertulis.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan ini,
Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan mempunyai rincian tugas sebaga berikut :

a.

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan dalam rangka penyusunan program kerja
Seksi Penyelesaian Perselisihan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

menginventarisasi, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
Seksi Penyelesaian Perselisihan dan menyusun bahan untuk menginventarisasi data
perselisihan hubungan ketenagakerjaan;

menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. mengecek kebenaran pengaduan kasus ketenagakerjaan baik yang bersifat informasi lisan

dan tulisan maupun pengaduan langsung;

menyelesaikan masalah perselisihan dengan memberi saran atau anjuran kepada pihak yang
betrselisih kearah terwttjudnya persetujuan bersama;

membuat laporan penyelesaian masalah perselisihan sebagai bahan masukan bagi atasan
untuk menyusun konsep kebijaksanaan baru;

. memimpin. mengarahkan dan memotivas: aparatur Non Struktural Umum dilingkungan

Seksi Penyelesaian Perselisihan agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan
berhasiiguna;

membagi habis tugas Seksi Penvelesaian Perselisihan kepada anaratur Non Strukturat [Tmum
sebagal bawahannya agar setiap personti memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-
masing;

mengumpulkan. menchimoun dan menvusun bahan untuk membuat lanoran pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program iebih janjut;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tueas
iebih ianjut dan sebagai bahan pembinaan bawahan; dan

melaksanakan tueas kedinasan lainnva vang diberikan oleh atasan. sesuai dengan ketentuan
dan petunjuk vang beriaku.
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Kepala Seksi Penindakan
Pasal 36

Tugas pokok Kepala Seksi Penindakan adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Penyelesaian, Perselisihan di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Penyelesaian Perselisihan Pelaksanaan akibat kecelakaan kerja serta monitoring jaminan sosial
tenaga kerja.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan ini,
Kepala Seksi Penindakan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan dalam rangka penyusunan program kerja
Seksi Penindakan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
menginventarisasi, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
Seksi Penindakan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

melaksanakan kunjungan keperusahaan-keperusahan dalam rangka pengawasan Norma-
norma Kecelakaan Kerja dan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

mengecek kegiatan pelaksanaan laporan yang berisi tentang kecelakaan kerja diperusahaan;
menerima dan memantau laporan kecelakaan kerjan yang meliputi laporan cacat, meninggal
atau kesembuhan akibat kecelakaan serta membuat konsep SK. tunjangan ganti rugi;
memproses upaya pengkliman kasuis-kasus kerja bagi tenaga kerja;

menilai dan meneliti penetapan kunjungan kecelakaan kena,

memimpin. mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan
Seksi Penindakan agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna;
membagi habis tugas Seksi Penindakan kepada aparatur Non Struktural Umum sebagai
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
mencumoulkan. menghimoun dan menmvusun bahan untuk membuat lanoran nelaksanaan
tugas kepada atasan sebagail masukan daiam penyusunan program lebih lanjut;

mengevaluasi hasil neiakeanaan tugas bawahan sebaecal bahan verbaikan pelaksanaan tugas

ichih laniug dan sebagai taban pembinaar pawahan! dan

mefaksanakan meas kedinasan jainnva vang dinerikan olen atasan, sesual gengan Keleniuan

A : L o1- I Loyl
dan petunjuk vang pertaki,

Bagian Keenam
Kepala Bidang 1ransnugrast
Pasal 18

Tugas nOKOK Kenaia Bidang 1ransmieras) adalan meiakukan keordings! nenvisunan nrodram
Kera ainas &1 bBidang Perencanaan Program Pelatihan. Pelavanan dan Pengembangan
1ransmigrasi.
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Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan ini,
Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.

melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretaris dalam rangka penyusunan
program kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pedoman Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja pada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Penyelesaian, Perselisihan untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;

memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas di Bidang
pengumpulan,pengolahan penganalisaan,penyiapan data dan penyusunan rencana
program,me¢mbina masyarakat dan menyuluh transmigrasi serta urusan pendaftaran dan
seleksi calon transmigran,pengangkutan perbekalan dan penempatan
tranmigrasi.menyediakan areal/lahan dan prasarana,menyelesaikan hak atas tanah,sertifikat
membuat dan memelihara pembangunan sarana serta pembinaan lingkungan
pemukiman,membina uwsaha ekonomi dan sosial budava masvarakat transmigrasi dan
masyarakat sekitarnya agar pelaksanaan tugas dapat benjalan sesua1 dengan program kena
yang telah disusun;

mempelaiari peraturan perundang-undangan vang berhubungan dengan bidang Transmigrasi
scrta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang transmigrasi sebaga
landasan dalam pelaksanaan tugas bidang transmigrasi;

membagi habis tugas pada Bidang transmierasi kepada bawahannva. agar setiap  aparatur
memahami tugas tanggung jawabnya masing-masing;

menerima. mempelaiar: laporan dan saran kepada bawahan sebagai masukan untuk dijadikan
bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;

memberikan Motivasi kepada bawahan arar mampu melaksanakan tugas secaraberdavaguna
dan berhasilguna;

mengevaluasi hasil kerja bawahan;

melakukan kena sama denean unit kera vang ada guna menuniang kelancaran pelaksanaan
tugas;

membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam
menyusun program kerja Dinas lebih lanjut;

Melaksanakan tugas kedinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Pengerahan,Pendaftaran dan Seleksi
Pasal 40

Tueas pokok Kepala Seksi Pengerahan. Pendaftaran dan Seleksi adalah Mclaksanakan sebagian
tugas Bidang Transmigrasi untuk melaksanakan publikasi dan penyuluhan transmigrasi serta
pengurusan identifikasi dan legitimasi.
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Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan mi,
Kepala Seksi Pengerahan,Pendaftarn dan Seleksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut -

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Bidang Transmigrasi dalam
rangka penyusunan program kerja Seksi Pengerahan, pendaftaran dan Seleksi untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

menginventarisasi, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
Seksi Pengerahan, pendaftaran dan Seleksi dan menyusun bahan untuk pemecahan
masalahnya;

Persiapan, penyediaan bahan publikasi dan penyuluhan;

. Pengurusan Pendaftaran dan Seleksi;

Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan
Seksi Pengerahan, Pendaftaran dan Seleksi agar dapat melaksanakan tugas secara
berdayaguna dan berhasilguna;

membagi habis tugas Pengerahan, Pendafiaran dan Seleksi kepada aparatur Non Struktural
Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing;

mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagal masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas
lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan bawahan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan ketentuan
dan petunjuk yang berlaku.

Kepala Seksi Pemindahan dan Penempatan
Pasal 42

Tugas pokok Kepala Scksi Pemindahan dan Penempatan adalah Melaksanakan sebagian tugas
Bidang Transmigrasi di Bidang Pengangkutan dan Penampungan Transmigrasi dititik kumpul,
pemberian perbekalan pelayanan pemakanan dan keschatan serta penempatan transmigran.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan ini,
Kepala Seksi Pemindahan dan Penempatan mempunyai rincian tugas mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

a.

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Bidang Transmigrasi dalam
rangka penyusunan program kerja Seksi Pemindahan dan Penempatan untuk dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

menginventarisasi, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
Seksi Pengerahan, pendaftaran dan Seleksi dan menyusun bahan untuk pemecahan
masalahnya;

c. Pengangkutan dan Penampungan;

Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan
Seksi Pemindahan dan Penempatan agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan
berhasilguna;
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membagi habis tugas Seksi Pemindahan dan Penempatan kepada aparatur Non Struktural
Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing;

mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas
lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan bawahan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan ketentuan
dan petunjuk yang berlaku;

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan
Pasal 44

Tugas pokok Kepala Seksi Pemukiman dan Pemindahan adalah melaksanakan sebagian tugas
Bidang Transmigrasi di Bidang penyediaan areal / lahan, penyusunan perencanaan teknis,
penyiapan lahan dan prasarana penyelesaian legalitas tanah, sertifikasi, pembuatan dan
pemeliharaan pembangunan, serta pembinaan lingkungan pemukiman, pembinaan usaha ekonomi
sosial budaya masyarakat transmigran dan masyarakat sekitamya.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan ini,
Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai rincian tugas mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

a,

e e

melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Bidang Transmigrasi dalam
rangka penyusunan program kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan untuk dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

menginventarisasi, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
Seksi Pembinaan dan Pengembangan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
Penyelesaian legalitas tanah dan sertifikasi;

Pemberian pelayanan dan bimbingan peningkatan produksi;

Pembinaan sosial budaya masyarakat transmigran dan kesehatan lingkungan;

Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan

Seksi Pembinaan dan Pengembangan agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna
dan berhasilguna;

membagi habis tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan kepada aparatur Non Struktural
Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing;

mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas
lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan bawahan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan ketentuan
dan petunjuk yang berlaku;
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Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 46

Tugas pokok Pegawai Fungsional sebagai Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah melaksanakan kegiatan teknis di Bidang Sosial
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sesuai dengan Bidang Tugas Fungsionalnya dan berkoordinasi
melalui bidangnya masing-masing serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Peraturan ini,
Pegawai Fungsional mempunyai rincian tugas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.

melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam rangka penyusunan
program kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pedoman penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, serta rencana kerja pada Bidang Tugas Fungsional
untuk di jadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;

memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas di Bidang
Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai
dengan program dan rencana kerja yang telah disusun;

membuat program kerja teknis fungsional sesuai dengan tugas pokok fungsional;

melakukan pemeriksaan awal berkala secara periodic setiap tahunnya dibidang
ketenagakenaan;

menerima laporan, pengaduan terhadap pelanggaran dibidang ketenagakerjaan;

membuat surat Nota Pemeriksaan Peringatan terhadap Pelanggaran di Bidang
ketenagakerjaan;

membuat surat Peraturan / penetapan terhadap ganti rugi kepada hak-hak pekerja;

membuat Surat Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) bersama-sama penyidik Pegawai Negeri
Sipil ( PNS ) tehadap pelanggaran di Bidang Ketenagakerjaan;

membuat laporan sesuai hasil pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data temuan
bekerja sama dengan bidang-bidang terkait;

Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan
Jabatan Fungsional agar dapat melaksanakan tupas secara berdayaguna dan berhasilguna;

membagi habis tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan kepada aparatur Non Struktural
Umum sebagai bawahannya agar sctiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing;

mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagal masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

mengevaluas: hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas
lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan bawahan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan ketentuan
dan petunjuk yang berlaku;
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BAB IV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 48
Ketentuan lain mengenai Unit Pelayanan Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional, akan

ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan tugas akan

diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutmhan dengan mengacu kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51
Peraturan Bupati ini mulai berlakv pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berit Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 Nopwmber 2008
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

Diundangkan di Kalianda |, .
;7| BAGLAN PH4IIK.
pada tanggal 24 WopeMber—2608 -

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

. RUSDI MALIKI
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2008 NOMOR
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